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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komponen PAD, leverage,
dana perimbangan, dan investasi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah
pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Metode pengambilan sempel dalam
penelitian ini adalah purposive sampling. Alat uji data menggunakan software
SPSS 21 meliputi analisis deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji
koefisien determinasi, uji signifikansi ssimultan, dan uji signifikan parameter
individual.

Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel retribusi daerah dan investasi
daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, leverage, dan
dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.
Sedangkan variabel pgjak daerah dan hasil pengel olaan kekayaan daerah yang
dipisahkan tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kata Kunci: Pgjak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan, Leverage, Dana Perimbangan, Investas daerah,
Kemandirian Keuangan Daerah



THE INFLUENCE OF COMPONENTS OF LOCAL REVENUE (PAD),
LEVERAGE, AND EQUALIZATION FUNDSTO LOCAL
GOVERNMENT FINANCIAL INDEPENDENCE

(STUDY ON DISTRICTS/CITIESIN LAMPUNG PROVINCE)
BY

WULAN AYU PURNAMA

ABSTRACT

The objective of thisresearch isto find out the influence of components of local
revenue (PAD), leverage, equalization funds, and local investment to local
government financial independence . The sampling methode in thisreseach is
purposive sampling. Test equipment data using SPSS 21 software includes a
descriptive analysis, classic assumption test, multiple linear regression, coefficient
determination test, simultaneous significance test, and individual parameter
significant test.

This research proves that local retribution and local investment variables have
positive effect on local government financial independence, leverage, and
equalization funds have negative effect on local government financia
independence. While the variabel tax and separated wealth management outcomes
of local government have no effect on local government financial independence.

Key Words: Local tax, local retribution, local separated wealth management
outcomes, leverage, equalization funds, local investment, local government
financia independence.
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|. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masa otonomi daerah di Indonesiadimulai dengan diterapkannya Undang —
undang Nomor 22 Tahun 1999 (kemudian direvisi menjadi Undang — undang
Nomor 32 Tahun 2004) tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor
25 Tahun 1999 (kemudian direvisi menjadi Undang — undang Nomor. 33 Tahun
2004) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Penerapan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
di Indonesiatercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
publik yang berdasarkan atas azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas

pembantuan.

Perwujudan pel aksanaan otonomi daerah salah satunya adalah pelaksanaan
desentralisasi yaitu penyerahan urusan, tugas, dan wewenang untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
(Puspitasari, 2013). Otonomi daerah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan

dan perkembangan daerah sesuai dengan potensi lokal daerah tersebuit.

Kedudukan pemerintah daerah terutama pemerintah daerah tingkat |1

(kabupaten/kota) dalam sistem otonomi daerah menjadi sangat penting karena



akan berperan sebagai penggerak dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Pemerintah daerah yang menguasai bagian daerah yang lebih sempit secara
geografis dari pemerintah pusat, diharapkan dapat memahami kondisi dan
permasal ahan wilayahnya secara detail, sehingga pembangunan daerah
diharapkan akan berjalan dengan baik dan merata sampai pada wilayah — wilayah

daerah.

Pemberlakuan Undang - undang Nomor. 32 Tahun 2004 juga dimaksudkan untuk
menciptakan kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah yang
dimaksud adalah seberapa besar tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam hal
pendanaan atau mendanal segala aktivitas daerah tersebut (Hadi, 2010). Tingkat
kemampuan keuangan daerah dapat ditinjau salah satunya dari besar kecilnya
penerimaan daerah, khususnya pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Halim
(2007) “kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan
pemerintah daerah (Pemda) dalam membiayal sendiri kegiatan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan

retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah”.

Menurut Yani (2002) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang
diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan
peraturan perundang — undangan”. Bentuk penerapan undang-undang otonomi
daearah adalah Pembagian wewenang dari pemerintah pusat Negara K esatuan
Republik Indonesia (NKRI) pada pemerintah daerah tingkat provins yang
selanjutnya dalam lingkup yang lebih kecil yaitu pemerintah daearah tingkat

kabupaten/kota dibawah lingkup provinsi.



Provinsi Lampung merupakan salah satu provins di Indonesia. Provinsi
Lampung memiliki posisi yang sangat strategis secara geografis karenaterletak di
ujung selatan Pulau Sumatera dan menjadi gerbang utama Pulau Sumatera dari
dan ke Pulau Jawa. Letak Lampung yang strategis ini menjadikan Lampung
sebagai jalur penghubung lalu lintas darat dan laut dari provinsi-provins lain di
pulau Sumatera menuju ke provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa, sehingga
idealnya letak yang strategis ini menjadikan Provinsi Lampung memiliki banyak

keuntungan potensial guna mempercepat kemandirian keuangan daerah.

Disamping letaknya yang strategis secara ekonomi, Lampung juga memiliki
potensi laut/bahari, sumber daya mineral, bahan tambang bukan logam, keindahan
wisata dan aneka hasil bumi yang dapat dimaksimalkan sebagal sumber
pendapatan asli daerah, namun realita yang terjadi saat ini Lampung, justru
menjadi daerah yang masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat.
Rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap dana perimbangan pemerintah pusat
di Provinsi Lampung pada tahun 2013 masih sangat rendah. Berdasarkan data dari
kementrian keuangan yang menyebutkan bahwa seluruh pemerintah daerah di
Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2013 memiliki pendapatan asli daerah
(PAD) yang lebih kecil bila dibandingkan dengan dana perimbangan, hal ini dapat

dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini:



Gambar 1.1 Readlisasi Pendapatan Kabupaten/K ota Provinsi Lampung Tahun
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Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (Data diolah).

Gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Provinsi Lampung
masi h bergantung pada pemerintah pusat dalam hal pembiayaan keuangan daerah
dan menunjukkan kemandirian keuangan daerah di Provinsi Lampung masih
rendah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya dana perimbangan dibandingkan
dengan pendapatan asli daerah.

Undang — undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 19 tentang perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa
dana perimbangan adal ah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

desentralisas.

Penelitian Julitawati, dkk. (2012) tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan
dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di
Provinsi Aceh menghasilkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif
terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota. Artinya setiap 1%

perubahan variabel dana perimbangan maka secararelatif akan mempengaruhi



penurunan kinerja keuangan pemerintah sebesar 0,3%. Dana perimbangan yang
meliputi danabagi hasil pajak dan bukan pajak serta DAU dan DAK merupakan
danatransfer dari pemerintah pusat kepada pemeritah daerah dengan tujuan untuk

membiayai kelebihan belanja daerah.

Apabilarealisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka
akan terjadi defisit, oleh karenaitu untuk menutup kekurangan belanja daerah
maka pemerintah pusat mentransfer dana dalam bentuk dana perimbangan kepada
pemerintah daerah. Semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari
pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah
bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya, hal
demikian menunjukkan bahwa semakin besar dana perimbangan yang diterima

suatu daerah makatingkat kemandirian suatu daerah semakin kecil.

Kemandirian keuangan daerah juga dapat diukur dengan menggunakan analisis
rasio atas laporan keuangan suatu daerah. Salah satu rasio yang digunakan adalah
rasio leverage. Menurut Sumarjo (2010) melalui penelitianya pada sektor publik
yang menyatakan semakin besar rasio leverage maka semakin menunjukkan
sebuah entitas tidak mampu dalam membiayai operasionalnya karena
membutuhkan dana dari pihak eksternal. Sedangkan semakin kecil rasio leverage
maka semakin besar kemampuan sebuah entitas dalam membiayai biaya
operasional melalui dana internalnya. Pendapat tersebut mengandung artian
bahwa semakin besar leverage yang dimiliki oleh suatu entitas maka semakin

buruk tingkat kemandirian keuangan entitas, dan semakin kecil leverage yang



dimiliki oleh suatu entitas maka semakin baik tingkat kemandirian keuangangan

entitas.

Kemandirian keuangan juga berpengaruh terhadap investasi, peningkatan nilai
investasi daerah berpengaruh besar terhadap peningkatan perumbuhan ekonomi.
Adanya peningkatan perumbuhan ekonomi akan berpengaruh terhadap
kemandirian suatu daerah. Pencapaian kemandirian suatu daerah akan dapat
meningkatkan kesgjahteran masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh
Utami (2011) menyatakan bahwa investasi berpengaruh terhadap pendapatan adli
daerah. Peningkatan PAD sangat berperan dalam kemandirian keuangan suatu
daerah. Peningkatan pendapatan yang diperoleh dari investasi berguna dalam
pembangunan suatu daerah. Investasi merupakan pengeluaran pemerintah untuk
mendapatkan manfaat ekonomis, baik dari segi sosial maupun pelayanan publik

yang dilakukan pemerintah daerah untuk kesejahteraan rakyat.

Hasi| penelitian yang dilakukan oleh Rostina (2014) tentang pengaruh belanja
modal dan investasi daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan kabupaten
kota se-Sumatera menyatakan bahwainvestasi daerah berpengaruh terhadap
tingkat kemandirian keuangan daerah. Meningkatnyainvestas disuatu daerah
dapat menambah sisi pendapatan daerah yang merupakan masukan bagi daerah
sehingga daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah yang
memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka daerah tersebut dalam
sis keuangan dikatakan baik. Pertumbuhan ekonomi ini akan menuju pada

kemandirian daerah yang meningkat.



Penelitian ini akan meneliti faktor — faktor apa sgja yang mempengaruhi
kemandirian keuangan daerah pada Provinsi Lampung yang mengacu pada
penelitian yang telah dilakukan oleh Alfarisi (2015) dengan beberapa perbedaan.
Perbedaan pertama, pada pendlitian Alfarisi (2015) hanya menggunakan variabel
pajak daerah,retribusi daerah, dan dana perimbangan untuk mengukur
kemandirian keuangan daerah, sedangkan dalam penelitian ini peneliti
menambahkan variabel Hasil Pengelolaan K ekayaan Daerah yang Dipisahkan
sebagai komponen PAD. Perbedaan kedua, pada penelitian ini peneliti
menggunakan variabel leverage dan investasi daerah untuk mengukur
kemandirian keuangan daerah. Perbedaan ketiga, periode penelitian ini adalah
tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Perbedaan ketiga, cakupan wilayah dari

penelitian ini adalah kabupaten/kota yang berada pada Provinsi Lampung.

Penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui perkembangan dari
kemandirian keuangan pemerintah daerah khususnya pada Provinsi Lampung.
Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi kemandirian keuangan
pemerintah daerah pada setiap periode untuk tujuan perbaikan kinerja di masa

mendatang.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul*
Pengaruh Komponen Pendapatan Adli Daerah (PAD), Leverage, dan Dana
Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi pada

Kabupaten/Kota Provinsi Lampung)”.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena latar belakang yang telah dijelaskan pada sub bab
sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa permasal ahan yang dapat dirumuskan
sebagai berikut:
a.  Apakah komponen PAD yang berupa pgjak daerah, retribusi daerah,
pengel olaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan investasi daerah
berpengaruh terhadap kemandirian keuangan Daerah di Provinsi Lampung?
b. Apakah leverage berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di
Provinsi Lampung ?
c. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan

daerah di Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penédlitian

Tujuan yang hendak dicapal dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a.  Untuk mengetahui pengaruh komponen PAD, leverage, dan dana
perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah.

b. Untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap kemandirian

keuangan daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a  Untuk Pendliti

Memperoleh tambahan wawasan, pengalaman dan pengetahuan serta mengetahui
faktor-faktor apa sgja yang dapat mempengaruhi kemandiriran keuangan daerah di

Provinsi Lampung.



b. Untuk Akademisi

Dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya, selain itu dapat dijadikan
bahan bacaan dan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan.

c. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dan juga
gambaran bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan serta menentukan
arah dan strategi didalam perbaikan kemandirian keuangan daerah khususnya di

Provinsi Lampung.



1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Entitas

Teori entitas yang dikemukakan oleh Paton (1962) menyatakan bahwa organisas
dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomi yang berdiri sendiri,
bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak
lain yang menanamkan dana dalam organisasi dan kesatuan ekonomik tersebut
menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi (Suwardjono, 2005).
Berdasarkan pandangan tersebut, akuntansi merupakan bentuk pelaporan
keuangan dari suatu kesatuan usaha, bukan pemilik. Dengan kata lain, kesatuan
usaha menjadi kesatuan pelapor (reporting entity) yang bertanggung jawab kepada
pemilik. Kesatuan usaha merupakan pusat pertanggungjawaban dan laporan
keuangan merupakan media pertanggungjawaban dari kesatuan usaha (Santoso

dan Pambelum, 2008).

Putri (2014) mengungkapkan bahwa dalam mekanisme keuangan negara di
Indonesia, teori ataupun konsep entitas tersebut telah diaplikasikan dalam Undang
—undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Berdasarkan
ketentuan hukum tersebut, maka entitas pelaporan dan entitas akuntansi

dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP, 2010).



"

Berdasarkan PSAP, berikut adalah pengertian dari entitas pelaporan dan entitas

akuntansi:

a. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
berupa | aporan keuangan.

b. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran / pengguna
barang dan ol eh karenanya wajib menyel enggarakan akuntansi dan menyusun

laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pel aporan.

Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan wajib menyampaikan laporan
keuangannya. Laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi
keuangan kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui entitas
secaralebih dalam, di mana adanya perbedaan karakteristik antar entitas yang
akan memberikan perbedaan nilai dalam laporan keuangan masing-masing entitas.
L aporan keuangan kemudian digunakan untuk memonitor dan membandingkan

Kinerja keuangan antar entitas yang sejenis (Mardiasmo, 2002).

2.1.2 Otonomi Daerah

Menurut Undang — undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,
otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat sesual dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan utama penyel enggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan

pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah. Pada
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dasarnyaterkandung tiga misi utama pel aksanaan otonomi daerah dan

desentralisasi fiskal, yaitu:

a.  Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan
masyarakat.

b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengel olaan sumber daya daerah.

c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk

berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002).

Pertimbangan yang mendasari terselenggaranya otonomi daerah adalah rakyat
menghendaki keterbukaan dan kemandirian setiap daerah, selain itu semakin
maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negaratermasuk persaingan
daerah di suatu negara. Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan

tercapal melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah.

Implikasi dari pemberian kewenangan otonomi menuntut daerah untuk

mel aksanakan pembangunan di segala bidang, terutama untuk pembangunan
sarana dan prasarana publik ( public services). Pembangunan tersebut diharapkan
dapat dilaksanakan secaramandiri oleh daerah baik dari sisi perencanaan,
pembangunan, serta pembiayaan daerah. Manfaat dari pembangunan tersebut
diantaranya (Haryanto, 2006):

a.  Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat.

b. Mendorong perkembangan perekonomian daerah.

c. Mendorong peningkatan pembangunan daerah di segala bidang.

d. Meningkatkan taraf hidup dan kesgjahteraan masyarakat.

e. Meningkatkan pendapatan asli daerah.
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f. Mendorong kegiatan investasi.

Misi utama Undang — undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang — undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bukan hanya
keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat
dan pemerintah daerah, tetapi juga efisiensi dan efektifitas sumber daya keuangan

setiap daerah.

2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adal ah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang
menyertainya, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya
ekonomi (aktiva) dan/atau kewajiban suatu entitas pemerintah pada saat tertentu
atau perubahan atas aktiva dan/atau kewajiban selama suatu periode tertentu
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (Suyono, 2010). Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 Tahun 2010 menjelaskan definis
laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan
transaks — transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Akuntansi
sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai
salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi kepada publik
(Surepno, 2013). Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah |aporan keuangan
yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna
laporan. Laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum yang

selanjutnya disebut dengan laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan
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disgjikan sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk memenuhi kepentingan

sejumlah besar pemakai (Bastian, 2006).

Bastian (2006) menyebutkan bahwa tujuan dari pelaporan keuangan umum dalam
pemerintah daerah menyediakan informasi yang berguna untuk tujuan
pengambilan keputusan dan untuk mendemonstrasikan akuntabilitas entitas untuk
sumber daya— sumber daya terpercaya dengan:

a.  Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi dan penggunaan
sumber daya financial.

b. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya
dan memenuhi persyaratan kasnya.

c. Menyediakan informas yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan
entitas untuk mendanai aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban dan
komitmennya.

d. Menyediakan informasi mengenai kondis financial suatu entitas dan
perubahan didalamnya.

e. Menyediakan informas agregat yang berguna dalam mengevaluasi kinerja

entitas dalam hal efisiensi dan pencapaian tujuan.

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas informasi dalam laporan keuangan
yang berguna bagi pemakal (Bastian, 2006). Terdapat empat karakteristik pokok,
yaitu:

a.  Dapat dipahami

Karakteristik utama kualitas informasi yang ditampung dalam laporan keuangan

sektor publik adalah kemudahannya untuk dipahami pemakai.
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b. Relevan

Informasi memiliki kualitas yang relevan apabilainformasi tersebut
mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dalam menilai peristiwva masalalu
dan masakini, atau masa depan.

c. Keandalan

Informasi memiliki kualitas yang andal jika bebas dari pengertian yang
menyesatkan, kesalahan materialitas dan dapat diandalkan pemakainya.

d. Dapat diperbandingkan

Dapat di identifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk
transaks serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah entitas dari suatu periode ke

periode lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010

tentang standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan meliputi:

a. Laporan Redlisasi Anggaran

Laporan Readlisasi Anggaran (LRA) menyajikan unsur-unsur seperti pendapatan,
belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan
anggaran dalam satu periode pel aporan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan
periode sebel umnya pos-pos seperti Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan
Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan,
Koreks Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih

akhir.
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c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

d. Laporan ArusKas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan,
perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan
setara kas pada tanggal pelaporan.

e. Laporan Operasional

Laporan Operasiona (LO) menyajikan pos-pos seperti pendapatan-L O dari
kegiatan operasi, beban dari kegiatan operasi, surplus/defisit dari kegiatan non
operasi, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos seperti ekuitas awal,
surplug/defisit-L O pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung
menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka
yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan
Perubahan Ekuitas. Laporan ini juga mencakup informasi tentang kebijakan
akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang
diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP), serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk

menghasilkan penygjian laporan keuangan secarawajar.
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2.1.4 Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, menyebutkan bahwa
keuangan daerah adal ah semua hak dan kewjiban daerah dalam rangka

penyel enggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang temasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. Sehubungan dengan
pentingnya posisi keuangan tersebut, keuangan daerah sebagai salah satu indikator
untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri.

Dikeluarkannya undang-undang tentang Otonomi Daerah, membawa konsekuensi
bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antar daerah yang satu dengan
yang lainnya, terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah, antaralain
(Nataluddin, 2001):

a. Daerah yang mampu mel aksanakan otonomi daerah.

b. Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.

c. Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah.

d. Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

Selainitu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan

otonomi daerah adalah sebagai berikut (Nataluddin, 2001):

a.  Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan
dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan
menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahannya.
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b. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar
Pendapatan Adli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan
terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan

daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan
Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pagjak dan
retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian

keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah.

2.1.5 Pendapatan Adli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang — undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan K euangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 bahwa
“Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang
diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan”.

Pendapatan Adli Daerah (PAD) berdasarkan Undang — undang Nomor 33 Tahun
2004 pasal 6, bersumber dari :

a. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang — undang Nomor 28 Tahun 2009 Pgjak Daerah, yang
selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
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Undang, dengan tidak mendapatkan imbal an secara langsung dan digunakan

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk mengenakan pungutan kepada
masyarakat, hal ini berdasarkan Undang — undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945 pasal 23 A berbunyi “ Pajak dan pungutan lain yang bersifat
memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang “. Pungutan
daerah berupa pagjak dan retribusi diatur dalam Undang — undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah dirubah dengan
Undang — undang Nomor 34 Tahun 2000 dan telah diubah kembali dengan

Undang — undang Nomor 28 Tahun 2009.

b. Retribus Daerah

Menurut Undang — undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksudkan dengan
Retribusi Dagerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah
sebagal pembayaran izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun yang
masuk dalam Objek Retribusi pasal 108 Undang — undang Nomor 28 Tahun 2009

adalah:

1. JasaUmum
Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
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2. JasaUsaha
Jasa Usaha adal ah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta

3. Perizinan Tertentu.
Dari pendapat tersebut di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok retribusi
daerah, yakni:
a) Retribusi dipungut oleh daerah.
b) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang

langsung dapat ditunjuk.

¢) Retribus dikenakan kepada siapa sgja yang memanfaatkan, atau

mengenyam jasa yang disediakan daerah.

c. Hasll Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pasal 26 terdiri dari:
1. Bagian |aba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
pemerintah/BUMN.
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau

kelompok usaha masyarakat.

K ekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan
penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah

dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. Dalam hal
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ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang
modal nya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah

yang dipisahkan.

d. Lain-lain Pendapatan Adli Daerah yang Sah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pasal 26
yang ayat 4, berbunyi lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak
termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

2. Jasagiro.

3. Pendapatan bunga.

4. Keuntungan selisih nilal tukar rupiah terhadap mata uang asing.

5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagal akibat dan penjualan

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

e. Investas Daerah

Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Investasi digunakan istilah “investment”
(investasi) yang memiliki arti: *“ Penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik
melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih
beroriontasi ke resiko yang dirancang untuk mendapatkan modal. Investasi dapat
pula menunjuk ke suatu investasi keuangan (dimanainvestor menempatkan uang

ke dalm suatu sarana) atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu
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seseorang yang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya” (John

dan Jordan Elliot Goodman, 1994).

Investas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah investasi yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah. Investas Pemerintah diatur dalam Undang — undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, yang kemudian berdasarkan
undang — undang ini diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007
tentang investasi pemerintah, yang kemudian diganti menjadi Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang investasi pemerintah. Menurut
Simbolon(2010) bentuk Investasi Pemerintah dilakukan dalam bentuk Investas
surat berharga dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Investasi Surat
Berharga melipuiti:

a. investasi dengan cara pembelian saham; dan/atau

b. investasi dengan cara pembelian surat utang.

c. Investasi ini dilaksanakan oleh Badan Investasi Pemerintah.

1. Investasi Langsung.

Dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat
lainnya. Investasi Langsung melipuiti:

1. Penyertaan Modal; dan/atau

2. Pemberian Pinjaman.

Investasi Langsung dapat dilakukan dengan cara:
1. Kerjasamainvestas antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha
dan/atau BLU dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta (Public Private

Partnership); dan/atau
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2. Kerjasamainvestas antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha,
BLU, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/K ota, BLUD, dan/atau badan hukum asing,
dengan selain pola kerjasama pemerintah dan swasta (Non Public Private

Partnership).

Bidang Investasi Langsung meliputi bidang infrastruktur dan bidang lainnya.
Khusus pada Investasi Langsung pada bidang lainnya, ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.

Sumber dana Investasi

Menurut Simbolon (2010) bahwa sumber danainvestasi pemerintah dapat berasal
dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Keuntungan investasi terdahulu;

3. Dana/barang amanat pihak lain yang dikelola oleh Badan Investasi Pemerintah;
dan/atau

4. Sumber-sumber lainnya yang sah.

Investas dengan cara pembelian saham dapat dilakukan atas saham yang
diterbitkan perusahaan. Investasi dengan cara pembelian surat utang dapat
dilakukan atas surat utang yang diterbitkan perusahaan, pemerintah, dan/atau
negaralain (hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi

pembelian surat utang kembali).

Pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud tersebut, didasarkan pada penilaian

kewajaran harga surat berharga yang dapat dilakukan oleh Penasihat Investasi.
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Pelaksanaan Investasi Langsung melalui Penyertaan Modal dan/atau Pemberian
Pinjaman dilakukan oleh Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha, BLU,
Pemerintah Provinsi/K abupaten/K ota, BLUD, dan/atau badan hukum asing.

(untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan).

2.16 Leverage

Istilah leverage lebih sering digunakan di sektor swasta. Financial leverage
menggambarkan kemampuan perusahaan memanfaatkan aktivanya untuk
memenuhi kewajiban-kewajibannya secara menyeluruh (Avianti, 2000). Bagi
perusahaan swasta atau |embaga yang bersifat komersial umumnya menggunakan
rasio leverage untuk mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik
dengan dana yang dipinjam perusahaan dari kreditur (Halim, 2007). Pada sektor
publik khususnya entitas pemerintah daerah, rasio leverage ini digunakan untuk
mengukur perbandingan antara ekuitas dana (kekayaan bersih pemerintah daerah)
dengan total utang. Memang rasio leverage selamaini hanya digunakan di sektor
perusahaan untuk mengukur komposisi sumber pembiayaan yang berasal dari
kreditor dan investor. Di pemerintah daerah, rasio leverage ini mungkin belum
merupakan rasio yang penting, dikarenakan utang daerah yang masih relatif kecil

(STAN, 2007).

2.1.7 DanaPerimbangan

Berdasarkan Undang — undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Dana Perimbangan
adal ah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dial okasikan kepada

Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pel aksanaan
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Desentralisasi”. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dagrah dan antar-Pemerintah Dagerah.

Berdasarkan Undang — undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan
yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) Pgjak dan Bukan Pgjak serta Dana Alokasi
Umum (DAU) dan Dana Alokas Khusus (DAK) merupakan danatransfer dari
pemerintah pusat kepada pemeritah daerah dengan tujuan untuk membiayai

kel ebihan belanja daerah. Dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, dan
DAK ini jelas menunjukkan kinerjafiskal suatu daerah. Khususnyabagi DAU
dan DAK, jika persentase suatu daerah dalam penerimaan kedua dana tersebut
tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa celah fiskal / kapasitas fiskal daerah
tersebut rendah, yang juga menunjukkan bagaimana kinerja keuangan pemerintah
daerahnya. Artinya jika DAU dan DAK suatu daerah tinggi, maka kinerja
keuangan daerah tersebut kurang baik. Sebaliknya jika DBH suatu daerah tinggi,
maka kinerja keuangan daerah tersebut baik yang mengindikasikan bahwa

kemandirian keuangan pemerintah daerah jugatinggi.

2.2 Pendlitian Terdahulu

Jaya (2005) melakukan penelitian analisis pengaruh anggaran pendapatan belanja
daerah (APBD) dan investasi swasta terhadap peningkatan pendapatan asli daerah
(PAD) di Kabupaten Tana Torga. Hasilnya bahwa APBD dan investas swasta

melalui PDRB dapat meningkatkan PAD.
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Haryanto (2007) meneliti tentang Kemandirian Daerah Sebuah Perspektif Dengan
Metode Path Analysis, variabel yang digunakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah,
Bagi Hasil Pgjak, PDRB jasa pada 26 Provins di Indonesia menghasilkan
Variabel pajak daerah (PD) dan bagi hasil pajak (BHP) memiliki hubungan
signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah. Sementaraitu variabel retribusi daerah
dan PDRBjasa tidak terbukti mempengaruhi kapasitas fiskal daerah secara
signifikan. Mukhlis (2010) meneliti tentang peran pajak daerah dalam
meningkatkan PAD, dengan menggunakan variabel pajak daerah dan PAD pada
Kabupaten Malang yang menghasilkan bahwa pajak daerah sangat berpengaruh

terhadap PAD.

Penelitian Sumarjo (2010) yaitu mengenal pengaruh karakteristik pemerintah
daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengujian data karakteristik
pemerintahan daerah terdiri dari ukuran (size) pemerintah daerah, kemakmuran
(wealth), ukuran legidatif, leverage, dan intergovernmental revenue. Variabel
dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah diproksikan oleh rasio
efisiensi. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda yang
menunjukkan hasil bahwa ukuran (size) pemerintah daerah, leverage, dan
intergovermental revenue berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah
daerah, sedangkan kemakmuran (wealth) dan ukuran legidatif tidak memiliki

pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Hadi (2010) tentang pengaruh likuidasi dan leverage terhadap
kemandirian daerah (studi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun

anggaran 2007 di wilayah Provinsi Aceh) menghasilkan bahwa likuidasi dan
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leverge berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap kemandirian
daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Ersyad (2011) yang berjudul “Pengaruh
Pendapatan Adli Daerah, Dana Akolas Umum, dan Dana Alokasi Khusus
Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten
dan Kota di Sumatera Barat)”, menemukan bahwa pendapatan asli daerah
berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah,
danaaokas umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) tidak berpengaruh

signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Utami (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh investasi dan pertumbuhan
ekonomi terhadap pendapatan asli daerah ( Studi Kasus diPemerintahan Kota
Tasikmalaya) Hasilnya bahwa; (1) Hubungan antarainvestasi dan pertumbuhan
ekonomi tidak kuat (2) Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap
pendapatan asli daerah (3) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan
terhadap pendapatan asli daerah (4) Investas dan pertumbuhan ekonomi

berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian Junarwati (2013) tentang pengaruh pendapatan asli daerah terhadap
kinerja keungan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh Tahun 2010 — 2012
menghasilkan pgjak daerah, retribusi daerah, hasil pengel olaan kekayaan daerah
yang dipisahkan, dan lain — lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh
positif terhadap kinerja keuangan daerah. Kadafi dan Wendy (2013) meneliti
tentang kemandirian keuangan daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Samarinda
Tahun 2001-2010) dengan variabel pagjak daerah, retribusi daerah, PDRBjasa, bagi

hasi| pajak pada Pemerintah Kota Samarinda, menghasilkan variabel pgjak daerah
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(PD), retribusi daerah (RD), pendapatan domestik regional bruto jasa (PDRBjasa),
tidak berpengaruh signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah. variabel bagi hasil
pajak (BHP) terbukti mempengaruhi kapasitas fiskal daerah secara signifikan.

Secara simultan semua variabel tidak berpengaruh terhadap kapasitas fiskal.

Penelitian yang dilakukan oleh Wenny (2012) tentang analisis pengaruh
pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pada pemerintah
Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan menghasilkan pgjak daerah,
retribusi daerah, dan laba BUMN tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
daerah, sedangkan lain — lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh
terhadap kinerja keuangan daerah. Meiliana (2014) meneliti tentang pengaruh
pajak daerah, retribusi daerah, dan danabagi hasil terhadap kemandirian keuangan
daerah Kota Bandarlampung menghasilkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah,
dan danabagi hasil berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah Kota

Bandarlampung baik secara simultan maupun secara paersial.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rostina (2014) tentang pengaruh belanja
modal dan investasi daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan kabupaten
kota se-Sumatera menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap
kemandirian keuangan daerah dan investasi daerah berpengaruh terhadap tingkat

kemandirian keuangan daerah.

Alfarisi (2015) meneliti tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana
perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ( studi empiris pada
kabupaten dan kotadi Provinsi Sumatera Barat) menghasilkan pajak daerah

berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah,
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penerimaan pajak daerah yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan pemerintah
yang baik, retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah, penerimaan retribusi yang tinggi menunjukkan
kinerja keuangan pemerintah yang baik, dana perimbangan berpengaruh

signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Novalistia (2016) tentang pengaruh pgjak daerah, retribusi daerah, lain
— lain pendapatan asli daerah yang sah, dan bagi hasil pajak terhadap tingkat
kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa
Tengah menghasilkan pajak daerah, lain — lain pendapatan asli daerah yang sah
dan bagi hasil pajak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah
sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan

daerah.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai pengaruh komponen PAD yang berupa
pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain
— lain pendapatan adli daerah yang sah dan leverage, serta dana perimbangan
terhadap kemandirian keuangan daerah. Kerangka pemikiran teoritis penelitian

ini disgjikan pada Gambar 2.1
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Pajak daerah  (X1)

Retribusi daerah (X2)

Hasil Pengelolaan kekayaan Kemandirian K euangan

Daerah (Y)

daerah yang dipisahkan (X3)

Investas daerah (X4)

/4

Leverage (X5)

Dana Perimbangan  (X6)

Gambar 2.1  Pengaruh komponen PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan
Investasi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu
masal ah penelitian yang kebenarannya masih lemah (belum tentu benar) sehingga

harus diuji secaraempiris.

24.1 Pengaruh Komponen PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil penelitian Ersyad (2011) dan Muliana (2009) menjelaskan bahwa
pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat
kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten/kota di Provins
Sumatera Barat. Jika PAD meningkat maka tingkat kemandirian keuangan daerah
juga meningkat, sebaliknya jika PAD rendah makatingkat kemandirian keuangan

daerah juga rendah.
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2.4.1.1 Pajak Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis (2010) tentang peran
pajak daerah dalam meningkatkan PAD, menghasilkan bahwa pajak daerah sangat
berpengaruh positif terhadap PAD. Kemudian hasil yang diperoleh pada
penelitian Haryanto (2007) tentang kemandirian daerah sebuah perspektif dengan
metode path analysis juga menyatakan bahwa pajak daerah (PD) dan bagi hasil
pajak (BHP) memiliki hubungan signifikan positif terhadap kapasitas fiskal
daerah. Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Junarwati (2013) tentang
pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keungan daerah menyatakan
bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil
penelitian yang dilakukan oleh Meliana (2014) tentang pengaruh pajak daerah,
retribusi daerah, dan danabagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah Kota
Bandarlampung menjelaskan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan positif

terhadap kemandirian keuangan daerah.

Hasil dari keempat penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh
positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sehingga hipotesis dapat

dirumuskan sebagai berikut :

H1: Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

2.4.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah, penerimaan retribusi yang tinggi menunjukkan kinerja

keuangan pemerintah yang baik (Alfarisi, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh
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Meliana (2014) tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana bagi
hasil terhadap kemandirian keuangan daerah K ota Bandarlampung menghasilkan
bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian
keuangan daerah. Kemudian hasil penelitian Junarwati (2013) tentang pengaruh
pendapatan asli daerah terhadap kinerja keungan daerah menyatakan bahwa

retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Hasi| dari ketiga penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh
positif terhadap kemandirian keuangan daerah, sehingga hipotesis kedua dapat

dirumuskan sebagai berikut :

H2: Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

2.4.1.3 Hasil Pengelolaan K ekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Wenny (2012) tentang analisis
pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di
Provinsi Sumatera Selatan menghasilkan bahwa hasil pengel olaan kekayaan
daerah yang dipisahkan secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap
kinerja keuangan pada pemerintah kab. dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.
Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Baihagi (2011) tentang analisis
kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah Provinsi Bengkulu
menghasilkan bahwa hasil pengel olaan kekayaan daerah yang dipisahkan
berpengaruh positif terhadap pendapatan daerah di Provinsi Bengkulu.
Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Junarwati (2013) tentang

pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keungan daerah menyatakan
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bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif

terhadap kinerja keuangan daerah.

Hasil dari ketiga penelitian menunjukkan bahwa hasil pengel olaan kekayaan
daerah yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan

daerah, sehingga hipotesis ketiga dapat dirumuskan sebagal berikut :

H3: Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif

terhadap kemandirian keuangan daerah.

2.4.1.4 Investas daerah

Investasi adalah pengeluaran untuk mendapatkan asset, tujuannya untuk
memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, deviden, dan royalti atau manfaat
sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat. Menurut Rostina (2014) meningkatnyainvestasi
disuatu daerah dapat menambah sisi pendapatan daerah yang merupakan masukan
bagi daerah sehingga daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Suatu
daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka daerah
tersebut dalam sisi keuangan dikatakan baik. Pertumbuhan ekonomi ini akan

menuju pada kemandirian daerah yang meningkat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jaya (2005) tentang analisis pengaruh
anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan investasi swasta terhadap
peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Tana Torga.
Menghasilkan bahwa investasi swasta melalui PDRB dapat meningkatkan PAD.

Selanjutnya, hasil penelitian Rostina (2014) tentang pengaruh belanjamodal dan
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investasi daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan kabupaten kota se-
Sumatera menghasilkan bahwa investasi daerah berpengaruh positif terhadap

kemandirian keuangan daerah.

Hasi| dari kedua penelitian menunjukkan bahwainvestasi daerah berpengaruh
positif terhadap kemandirian keuangan daerah, sehingga hipotesis ketiga dapat

dirumuskan sebagai berikut :

H4: Investasi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

2.4.2 Pengar uh Leverage terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Leverage merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajiban
jangka panjangnya. Leverage merupakan perbandingan antara hutang dan modal,
semakin besar hutang yang dimiliki suatu entitas maka semakin rendah
kemandirian keuangan entitas tersebut. Menurut Sumarjo (2010) melaui
penelitianya pada sektor publik yang menyatakan semakin besar rasio leverage
maka semakin menunjukkan sebuah entitas tidak mampu dalam membiayai
operasional nya karena membutuhkan dana dari pihak eksternal. Sedangkan
semakin kecil rasio leverage maka semakin besar kemampuan sebuah entitas
dalam membiayai biaya operasional melalui danainternalnya. Pendapat tersebut
mengandung artian bahwa semakin besar leverage yang dimiliki oleh suatu entitas
maka semakin buruk tingkat kemandirian keuangannya, dan semakin kecil
leverage yang dimiliki olh suatu entitas maka semakin baik tingkat kemandirian

keuangannya.
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Hadi (2010) meneliti tentang pengaruh likuidasi dan leverage terhadap
kemandirian daerah yang menghasilkan bahwa | everage berpengaruh baik secara
parsial maupun simultan terhadap kemandirian daerah. Selanjutnya, penelitian
yang dilakukan oleh Perwitasari (2010) pada sektor publik menunjukkan bahwa
semakin besar leverage yang dimiliki suatu entitas maka entitas tersebut memiliki
kinerja yang buruk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara

leverage terhadap kinerja.

Hasi| dari ketiga penelitian menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif
terhadap kemandirian keuangan daerah, sehingga hipotesis ketiga dapat

dirumuskan sebagai berikut :

H5: Leverage berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

2.4.3 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan
Daerah

Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pgjak dan Bukan Pgjak serta

DAU dan DAK merupakan danatransfer dari pemerintah pusat kepada pemeritah

daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila

realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan

terjadinya defisit. Oleh karenaitu untuk menutup kekurangan belanja daerah maka

pemerintah pusat mentransfer dana dalam bentuk dana perimbangan kepada

pemerintah daerah. Semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari

pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah

bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya.
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Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menurun

(Julitawati, dkk 2012)

Penelitian yang dilakukan oleh Julitawati, dkk (2012) tentang Pengaruh
Pendapatan Adli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan
pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh menghasilkan bahwa Dana
Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang
dilakukan oleh Alfarisi (2015) tentang pengaruh pgjak daerah, retribusi daerah,
dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
menghasilkan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap
kinerja keuangan pemerintah daerah. Kemudia penelitian yang dilakukan oleh
Rukmana (2013) tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana
perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
menghasilkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap

kemandirian keuangan daerah.

Hasil dari ketiga penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh
negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, sehingga hipotesis ketiga dapat

dirumuskan sebagai berikut :

H6: Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan

daerah.



[11. METODE PENELITIAN

3.1 Jenisdan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian pengujian hipotesis, yaitu penelitian yang
bertujuan untuk menguiji hipotesis yang telah digjukan sebelumnya. Data yang
digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder
merupakan jenis data yang diperoleh secaratidak langsung melalui sumber-
sumber tertentu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kotadi Provinsi Lampung tahun

2010 - 2014 yang telah di audit oleh BPK.

3.2 Populasi dan Sampel

Populas adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang
menjadi objek penelitian (Rinduan dan Lestari, 1997). Sedangkan Arikunto
(2002) menjelaskan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi adalah objek atau subjek yang
berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan
masal ah penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian mengenai suatu populasi.
Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah baik pemerintah

Kabupaten/K ota yang berada di Provinsi Lampung.
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3.3 Metode Pengambilan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data
sekunder merupakan data yang mengacu padainformasi yang dikumpulkan dari
sumber yang telah ada (Sekaran, 2006). Data sekunder ini terdiri atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
tahun 2010 sampai tahun 2014.yang telah diaudit oleh BPK. LKPD diperoleh
langsung dari pihak BPK dikarenakan BPK sudah tidak mempublikasikan LKPD

pada website resminya.

3.4 Variabel Pendlitian

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh
variabel independen atau variabel yang diduga sebagai akibat dari variabel
independen (Indriantoro dan Supomo, 2003). Variabel dependen dalam penelitian
ini adalah kemandirian keuangan. Kemandirian keuangan ini akan diukur melalui
rasio keuangan, yaitu rasio kemandirian (Halim, 2007). Kemandirian keuangan
daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri
kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang
telah membayar pajak dan retribusi. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan
oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan
daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat
ataupun pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin rendah

tingkat ketergantungan daerah (Halim, 2007).
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Rumus rasio kemandirian keuangan daerah yang digunakan dalam penelitian ini

sesuai dengan Halim (2007) adalah sebagai berikut:

Rasio Kemandirian Keuangan =

Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Bantuan Pemerintah Pusat /Provinsi dan Pinjaman

x 100%

Pola hubungan tingkat kemandirian daerah disgjikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1 PolaHubungan Tingkat Kemandirian Daerah

Desentralisasi Fiskal (%) Kemampuan Keuangan

Daerah

0-10 Sangat Kurang

10-20 Kurang

20-30 Cukup

30-40 Sedang

40 - 50 Baik

>50 Cukup Bak

Sumber: Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah (Munir, 2004)

3.4.2 Variabe Independen

Variabel independen merupakan tipe variabel yang menjelaskan atau
memengaruhi variabel lain atau variabel yang diduga sebagai sebab dari variabel
dependen (Indriantoro dan Supomo, 2003). Variabel independen dalam penelitian

ini, yaitu komponen PAD, leverage, Dana Perimbangan, dan Investasi daerah.

3.4.2.1 Komponen Pendapatan Adli daerah (PAD)
Menurut Halim (2007) pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan
daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah

bersumber dari hasil pgjak daerah (X1), hasil retribusi daerah (X2), hasil
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pengel olaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X 3), dan lain — lain pendapatan

asli daerah yang sah (X4).

Menurut Baihagi (2011) kontribusi adalah besarnya jumlah iuran yang bersumber

PAD dan komponennya, seperti: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang dipisahkan terhadap PAD

itu sendiri dan terhadap pendapatan daerah.

a. Pajak Daerah
Pgjak Daerah (X1) adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.
34 tahun 2000). Rumus yang digunakan untuk mencari kontribusi pajak
terhadap Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Halim (2007) yaitu:

Rombribuct ¥ Pajak daerah X100%
ontribusi =
Pendapatan Asli Daerah (PAD) .

b. Retribus Daerah
Retribusi Daerah (X2) adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 34
tahun 2000). Rumus yang digunakan untuk mencari kontribusi retribusi

daerah terhadap pendapatan asli daerah menurut Halim (2007) yaitu:

Retribusi Daerah

Kontribusi X2 = X1009
ontribust Pendapatan Asli Daerah (PAD) 74
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Hasil Pengelolaan K ekayaan Daer ah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) merupakan
penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan (Halim, 2007). Pengukuran kontribusi hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah dihitung dengan

rumus menurut Halim (2007) yaitu:

Kontribusi X3 =

Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan

X1009
Pendapatan Asli Daerah (PAD) -

Investasi daerah

Investasi adalah pengeluaran untuk mendapatkan aset, tujuannya untuk
memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, dan royalti atau
manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam
rangka pel ayanan kepada masyarakat. Investas di lakukan dengan penyertaan
modal berupa saham, pemerintah mendapatkan deviden dari saham tersebut.
Tujuan dari penyertaan modal berupa saham ini adalah untuk
mengembangkan modal pemerintah daerah. Deviden yang didapat digunakan
untuk pembangunan pelayanan masyarakat dan pengelolaan kembali. Hal ini
sesual dengan Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2012 tentang pedoman
pengelolaan investas daerah dan di perkuat dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2007 tentang investasi pemerintah. Perhitungan investasi

didasarkan pada Neraca setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
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3.4.2.2 Leverage

Bagi perusahaan swasta atau lembaga yang bersifat komersial umumnya
menggunakan rasio leverage untuk mengukur perbandingan dana yang disediakan
oleh pemilik dengan dana yang dipinjam perusahaan dari kreditur (Halim, 2007).
Pada sektor publik khususnya entitas pemerintah daerah, rasio leverageini
digunakan untuk mengukur perbandingan antara ekuitas dana (kekayaan bersih
pemerintah daerah) dengan total utang. Memang rasio leverage selamaini hanya
digunakan di sektor perusahaan untuk mengukur komposisi sumber pembiayaan
yang berasal dari kreditor dan investor. Di pemerintah daerah, rasio leverage ini
mungkin belum merupakan rasio yang penting, dikarenakan utang daerah yang
masih relatif kecil (STAN, 2007). Rumus perhitungan rasio leverage adalah
sebagal berikut:

Debt
Equity

Rasio Leverage (X5) =

3.4.2.3 Dana Perimbangan

Pengukuran dari dana perimbagan dalam penditian ini  menggunakan
perbandingan antara total dana perimbangan dengan total pendapatan. Dana
perimbangan diukur dengan proksi yang sama dalam penelitian Sumarjo (2010).
Pengukuran ini dipilih karena dana perimbangan merupakan bagian dari
pendapatan daerah yang berasal dari lingkungan eksternal (luar kota madya) dan
besarnya ketergantungan pemerintah dari transfer pemerintah pusat (80%-98%)

(Suhardjanto dkk, 2010).

Total Dana Perimbangan

Dana Perimbangan (X6) = Total Pendapatan
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3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif terdiri dari perhitungan nilai rata— rata (mean), standar
deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness
(Ghozali, 2013). Statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk mempelgjari
pengumpulan, penyusunan, penyajian data, dan penarikan kesimpulan suatu
penelitian secara numerik (Ery dkk, 2015). Analisis deskriptif ini ditujukan untuk
memberikan gambaran atau deskripsi data dari variabel dependen berupa
kemandirian keuangan daerah, sertavariabel independen berupa komponen PAD,

leverage, dan dana perimbangan.

3.5.2 Uji Asums Klasik

Pengujian analisisregresi berganda diharuskan untuk memenuhi beberapa asumsi
agar dapat digunakan atau diaplikasikan (Supriyadi, 2014). Pengujian ini
menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolonieritas,

autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regres,
variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Model regresi
yang baik adalah yang mempunyai distribusi normal (Ghozali, 2013). Terdapat
dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu

dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2013).
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a. AnalisisGrafik
Salah satu cara untuk melihat normlitas residual adalah dengan melihat grafik
histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang
mendekati distribusi normal (Ghozali, 2013). Normalitas dapat dideteksi dengan
melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan
melihat histogram dari residualnya. Menurut Ghozali (2013) dasar pengambilan
keputusan dalam uji ini adalah:
Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal
atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model
regresi memenuhi asumsi normalitas.
Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis
diagonal atau grafik histogranm tidak menunjukkan pola distribusi normal,

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Analisis Statistik
Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik non-parametik
Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S) (Ghozali, 2013) dengan kriteria
penguijian:
Jikanilai Asymp.Sg. (2-tailed) kurang dari 0,05 atau 5% berarti data residual
terdistribusi tidak normal.
Jikanilai Asymp.Sg. (2-tailed) Iebih dari 0,05 atau 5% berarti data residual

terdistribusi normal.
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3.5.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguiji apakah model regresi ditemukan
adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2013). Model regresi yang
baik seharusnyatidak terjadi korelasi di antaraindependen. Jika variabel
independen saling korelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel
orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel
sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam
model adalah dengan menggunakan tolerence dan Variance Inflation Factor
(VIF) . Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena
VIF=1/tolerance) (Ghozali, 2013). Jikanilai tolerance < 0,10 atau nilai VIF = 10,
berarti terjadi mulikolonieritas, sedangkan nilai tolerance > 0,10 atau nilai VIF <

10, berarti tidak terjadi multikolonieritas.

3.5.2.3 Uji Heter oskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguiji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan
yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain
tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas

(Gozali, 2013).

Sebuah model regresi yang baik adalah model regresi yang mempunyai data yang
homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Pengujian
heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik plot. Cara mendeteksi
heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot yaitu dengan melihat grafik plot,

jika ada polatertentu seperti titik — titik yang membentuk pola tertentu dan teratur,
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maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika gambaran pola menyebar diatas dan
dibawah angka 0 pada sumbu Y menandakan tidak adanya heteroskedastisitas

(Ghozali, 2013).

3.5.2.4 Uji Autokorelas

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier
memiliki korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t_; (sebelumnya). Jikaterjadi korelasi, maka dinamakan
ada masalah autokorelasi. Autokorelati muncul karena observasi yang berurutan
sepanjang waktu dan berkaitan satu samalainnya. Model regresi yang baik adalah
regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2013). Penelitian ini akan
mendeteksi autokorelasi dengan Uji Run Test. Runt test digunakan untuk melihat
apakah dataresidual terjadi secararandom atau tidak (Ghozali, 2013). Jika hasil

test menunjukkan nila signifikasi 0,05 makatidak terdapat autokolerasi.

3.5.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier
berganda dengan menggunakan software SPSS (Statistical Product and Service
Solutions). Dasar penggunaan linier berganda adal ah skema satu variabel
dependen (Y ) yang berupa kemandirian keuangan pemerintah daerah yang
dihubungkan dengan dua atau lebih variabel independen (X) yang berupa pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain

—lain pendapatan asli daerah yang sah, leverage, dan dana perimbangan.
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Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda yang
diformulasikan sebagai berikut:

Y = a+ BL X1 + B2 X2 + B3 X3 + P4 X4+ B5 X5+ B6 X6 + €

Keterangan:

Y = Kemandirian keuangan pemerintah daerah

X1 = Pgjak daerah

X2 = Retribusi daerah

X3 = Hasi| pengel olaan kekayaan daerah yang dipisahkan
X4 = Investasi daerah

X5 = Leverage

X6 = Dana Perimbangan

3123456 = Koefisien regresi
a = Konstanta

e = Error of estimation

3.5.3.1 Uji Koefisien Deter minasi (R?)

Koefisiensi determinasi ( R?) digunakan untuk mengukur kemampuan model
dalam menerangkan variasi variabel indpenden, dengan nilai koefisiensi
determinasi antaranol dan satu (Ghozali, 2013). Nilai R? yang kecil berarti

kemampuan variabel — variabel

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilal
yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir
semuainformas yang dibutuhkan untuk memprediks varias variabel dependen

(Ghozali, 2013). Nilai adjusted R? dapat digunakan pula untuk mengevaluasi
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mana model regresi terbaik, karena adjusted R? dapat naik dan turun apabila satu
variabel independen ditambahkan dalam model (Ghozali, 2013)

3.5.3.2 Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan
dalam model mempunyai pengaruh secara bersama — sama terhadap variabel
dependen (Ghozali, 2013). Daam menguji hipotesisini digunakan kriteria
pengambilan keputusan, yaitu jikanilai F menunjukkan signifikansi lebih kecil
dari 0,05 maka Hg ditolak, artinya semua variabel independen serentak dan
signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2013). Sehingga model

regresi dapat digunakan untuk memprediks variabel dependen.

3.5.3.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel
penjelas/independen secara individual dalam menerangkan varias variabel
dependen (Ghozali, 2013). Apabilanilai signifikansi < 0,05 atau 5 % dan nilai t
lebih besar dari 2 maka suatu variabel independen secaraindividual

mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2013).



V. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh antara komponen PAD yang
terdiri atas pgjak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengel olaan kekayaan daerah
yang dipisahkan,sertaleverage, dan dana perimbangan dengan kemandirian
keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung
periode 2010 — 2014. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda
sebagai alat analisis hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

a. Variabel retribusi daerah dan investasi daerah berpengaruh positif terhadap
kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi lampung.

b. Variabel Pgjak Daerah dan Hasil Pengel olaan K ekayaan Daerah yang
Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah
pada Kabupaten//Kota di Provinsi Lampung. Hasil pendlitian ini
disebabkan karena adanya beberapa kabupaten yang baru berdiri, sehingga
pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada umumnya dan Hasil
Pengelolaan K ekayaan Daerah khususnya masih memerlukan pembenahan
dan perhatian serta pembinaan khusus, baik bagi Pemerintah Provinsi
maupun Pemerintah Pusat kepada K abupaten yang baru berdiri agar dapat

mengelola sumber daya atau potensi daerah secara maksimal.
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c. Variabel leverage dan dana perimbangan, berpengaruh negatif terhadap

kemandirian keuangan.

5.2 Keterbatasan Penelitian
Daam penelitian ini memiliki beberapa keterbatan sebagai berikut :
a. Komponen PAD yang dipergunakan hanya pajak daerah, retribusi daerah,
dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, hal ini karena variabel
Lain - lain Pendapatan Adli Daerah yang Sah menjadi excluded variable
pada perhitungan SPSS, sehingga secara otomatis variabel tersebut keluar
dari model penélitian.

b. Periode penelitian yang hanya lima tahun.

5.3 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan untuk penelitian selanjutnya adalah :

a.  Saran untuk Pemerintah Dagerah :

1) Pemerinth Daerah diharapkan untuk tetap berupaya meningkatkan
penerimaan dari seluruh komponen PAD agar tercapal kemandirian
keuangan daerah.

2) Hendaknya Pemerintah Provinsi memberikan pelatihan khusus bagi
Pemerintah Daerah yang baru berkembang untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia, sehingga dapat memanfaatkan dan
mengelola sumber daya alam secara efektif dan efisien.

b. Saran untuk penelitian selanjutnya:
1) Pendlitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel Lain —

lain Pendapatan Adli Daerah Y ang Sah pada komponen PAD
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2) Pendlitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan periode atau
jangka waktu penelitian agar hasil yang diperoleh lebih akurat.

3) Pendlitian selanjutnya diharapkan dapat memisahkan daerah — daerah
yang baru berdiri dengan daerah — daerah yang sudah lama berdiri agar

hasil yang diperoleh sesuai dengan kondisi daerah yang diteliti.
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